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Abstract
Introduction: In every joint of modern life, documents play a vital role as a means of evidence, identification, legitimacy,
and a means of transaction. In the midst of an increasingly rapid wave of digital transformation, the modus operandi of
document forgery has evolved.
Purposes of the Research: Analyzing the criminal law requlations against the falsification of electronic documents in
the selection of State Civil Apparatus Candidates (CASN), with a case study of Decision Number 512/Pid.Sus/2024/PN
Tjk.
Methods of the Research: Using a normative-empirical approach, primary data from interviews with investigators
from the Lampung Regional Police, the prosecutor of the Bandar Lampung District Attorney's Office, and the Judge of
the Tanjung Karang District Court were combined with secondary data from a literature study of laws and regulations,
court decisions, and criminal law literature.
Results Main Findings of the Research: The panel of judges in its decision proved the defendant's guilt through five
valid evidence (witness statements, experts, letters, instructions, defendant's statements) that were correlated with each
other, fulfilling Article 183 of the Criminal Code. Judicial independence is reflected in the penalty of 1 year and 6 months
plus an IDR fine. 30 million, lighter than the prosecutor's demand for 4 years who balanced legal firmness with
proportionality. The value of integrity is realized through the recognition of violations that maintain the meritocracy of
the State Civil Apparatus Candidate, while substantive justice arises from the moderation of sanctions that take into
account the context of the case and the character of the defendant. The research recommends improving people's digital
literacy, cyber forensic competence of law enforcement officials, and a holistic approach of judges in handling electronic
evidence. This study contributes to the discourse of criminal law in the digital era and strengthening bureaucratic
integrity.
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Abstrak

Latar Belakang: Setiap sendi kehidupan modern, dokumen memegang peranan vital sebagai alat bukti,
identifikasi, legitimasi, dan sarana transaksi. Di tengah gelombang transformasi digital yang kian pesat,
modus operandi pemalsuan dokumen pun berevolusi.

Tujuan Penelitian: Menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap pemalsuan dokumen elektronik dalam
seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), dengan studi kasus Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024 /PN Tjk.
Metode Penelitian: Menggunakan pendekatan normatif-empiris, data primer dari wawancara dengan
penyidik Kepolisan Daerah Lampung, jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Hakim Pengadilan
Negeri Tanjung Karang dikombinasikan dengan data sekunder dari studi pustaka peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum pidana.
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Hasil Temuan Penelitian: Majelis hakim dalam putusanya membuktikan kesalahan terdakwa melalui lima
alat bukti sah (keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) yang saling berkorelasi,
memenuhi Pasal 183 KUHAP. Independensi judicial tercermin dari pidana 1 tahun 6 bulan plus denda IDR.
30 juta, lebih ringan dari tuntutan jaksa 4 tahun yang menyeimbangkan ketegasan hukum dengan
proporsionalitas. Nilai integritas terwujud melalui pengakuan pelanggaran yang menjaga meritokrasi Calon
Aparatur Sipil Negara, sementara keadilan substantif muncul dari moderasi sanksi yang mempertimbangkan
konteks perkara dan karakter terdakwa. Penelitian merekomendasikan peningkatan literasi digital
masyarakat, kompetensi forensik siber aparat penegak hukum, serta pendekatan holistik hakim dalam
menangani bukti elektronik. Kajian ini berkontribusi pada diskursus hukum pidana era digital dan penguatan
integritas birokrasi.
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PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara hukum, meletakkan hukum sebagai dasar pemerintahan yang
menjamin perlindungan bagi rakyatnya, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.1 Kaidah hukum yang jelas mengikat setiap
aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam kerangka ini, menjadikan hukum
sebagai otoritas tertinggi. Salah satu fondasi sosial yang paling penting adalah hukum, yang
mengatur apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan orang.?

Sistem hukum Indonesia, yang menggabungkan tiga tradisi utama: hukum Islam,
hukum adat lokal, dan hukum Eropa kontinental, mengakar pada ideologi Pancasila.
Kombinasi ini memastikan bahwa sistem hukum berjalan secara kontekstual dan
proporsional. Menurut Amanat Pembukaan UUD 1945, pemerintah diwajibkan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat; komitmen ini diperkuat oleh Pasal 28H ayat (1) UUD
1945, yang menjamin hak setiap orang atas kesejahteraan fisik dan spiritual.?

Perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi telah
menciptakan kebutuhan mendesak terhadap infrastruktur jaringan yang lebih canggih.
Bidang komputasi dan teknologi secara keseluruhan telah merevolusi cara hidup
masyarakat serta membentuk ulang peradaban manusia di skala dunia.* Kemajuan dalam
teknologi informasi telah menghilangkan batasan-batasan geografis, memicu transformasi
sosial yang mendalam dalam pola interaksi manusia. Bahkan, gelombang perubahan ini
tidak bisa dielakkan dan telah meresapi berbagai dimensi kehidupan sosial. Salah satu
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